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ABSTRAK :  - Dalam kondisi tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah dan 

pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya 

minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan dan pendayagunaan 

perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca 

masyarakat, sehingga keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana 

pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.  

  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 

27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 43 Tahun 2007; PP No. 24 

Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015;  

  - Dalam Perda ini diatur mengenai penyelenggaraan perpustakaan dengan 

menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Tujuan 

penyelenggaraan perpustakaan untuk memberikan layanan perpustakaan 

kepada masyarakat secara tepat dan cepat, mewujudkan keberlangsungan 

pengelolaan dan pengembangan perpustakaan didaerah dan melaksanakan 

pembudayaan gemar membaca didaerah serta memperluas wawasan dan 

pengetahuan. Subyek penyelenggaraan perpustakaan adalah setiap orang 

atau badan yang melaksanakan segala jenis kegiatan perpustakaan, sedangkan 

obyeknya adalah segala jenis kegiatan perpustakaan. Perda ini juga mengatur 

tentang hak, kewajiban, kewenangan, penyelenggaraan perpustakaan, 

layanan perpustakaan, pembudayaan gemar membaca, teknologi informasi, 

kerja sama, peran serta masyarakat, pembinaan, pengawasan, pengendalian, 

penghargaan, larangan, pendanaan dan sanksi administratif. Setiap orang atau 

badan yang mengelola perpustakaan namun tidak melaksanakan kewajiban 

pengelolaan perpustakaan akan dikenai sanksi administratif berupa teguran 

tertulis dan denda. 

CATATAN : -  Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 20 Juni 2023. 

- Pada saat Perda ini mulai berlaku, Perbup No. 41 tahun 2018 tetap berlaku 

sepanjang tidak bertentangan dengan Perda ini. 

- Penjelasan : 5 Hlm. 


